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PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Siatas Barita No. 33 Telp. (0fi,221-21057 Pematang Siantar

email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

Menimbang

Mengingat

XEPUTUSAIT INSPEKTT'R KOTA PEMATAI{G SIAI{TAR
IIoMoR: po t / 41 /,"ty /t / Nt,

TEI{TA.ITG

PEDOMAIT AT'DIT IUI| ER.IA

INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR,

a. bahwa Inspektorat Kota Pematang Siantar adalah satuan
keq'a perangkat daerah yang memiliki tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dilingkungan Pemerintah Kota Pernatang Siantar;
b. bahwa dalam rangka memberi kontribusi bagr

peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efeldif, efisien,

ekonomis (3E) perlu dilaksanakan audit kinerja di
lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;

c. bahwa dalarn rangka menjamin kualitas pelaksanaan

audit kinerja di Inspektorat Kota Pematang Siantar, perlu
disusun Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematang Siantar;

d. berdasarkan pertimbang€rn sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Inspektur
Kota Pematang Siantar tentang Pedoman Audit Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 54941;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O

Tahun 2OOa tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan l,ernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4A9O\
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tal.un 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;
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MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 TaJtwn 2OO7

tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2OO9

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri

Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pengawasan

atas Penyelenggaraann Pemerintah Daerah;

5. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Ta}rtun 2OO7

tetang Pedornan Teknis Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Nomor: PER-O 1 /AAIPI / DPN / 2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia;

7. Pedornan Urnurn Audit Kinerja Berbasis Risiko PED-

O9/D3/O4/2O2O tarrggal 21 Juli 2O2O Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Talttun

2022 tentang SUsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang

Siantar.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Menetapkan Pedornan Audit Kinerja di Lingkungan
Inspektorat Daerah Kota Pernatang Siantar;
Keputu san Inspeldur Kota Pematang Siantar ini
bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi dan

keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka
meningkatkan efisiensi, efeldivitas, Efisiensi dan

ketaatan dalam pelaksanaan Audit Kinerja di lingkungan
Pemerintah Kota Pernatang Siantar;
Pedornan Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dalarn
Lampiran Keputusan ini merrpakan bagian yang tak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

')



KEEMPAT

KELIMA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Inspeldur Kota Pematang Siantar ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pematang Siantar pada Inspektorat Daerah

Kota Pematang Siantar;
Keputusan Inspektur Kota Pematang Siantar ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
ditinjau ulang kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Tanggal

INSPEKTUR,

: Pematang Siantar
: 6 f,4(uaRl 2oL3

SH

h'.
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t

9AtO927 200502 1001

INSPE
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR:
TANGGAL
TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA

PEDOMAN AUDIT KINER.IA
BAB I

PENDAHULUAIT

A, Latar Belakang

Keinginan dan tuntutan stakeholders belum dapat terpenuhi
apabila hanya didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang

memuat opini atas kewaj aran penyajian laporan keuangan.

Stakeholders ingin mengetahui keberhasilan suatu program strategis
instansi Kementerian / Lernbaga / Pemerintah Daerah (K/L/P) dan
apakah prograrn tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, dengan cara yang eflsien, dan hasil yang efektif serta
program tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan
masyarakat. Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan
suatu prograrnK/L/P, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

dapat memberikan nilai tambah peningkatan kine4'a pemerintah

daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance
audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kineq'a yang efektif,
efisien, dan ekonomis (3E), maupun layanan konsultansi untuk
perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko
pencapaian tujuan organisasi. Hasil audit yang diharapkan tersebut
merupakan outcome dari pencapaian dan pernenuhan kapabilitas
APIP Level 3.

B. Pengertiaa, Karalrteristik, T\rJuan dan Ruang Ltngkup Audlt KlnerJa
1. Pengertian Audit Kine4'a dari berbagai sumber

- Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, audit kinerja adalah pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan

aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas
(3E).

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2OO8 pasal 50 ayat
2, audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pernerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi,
efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E).
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- Berdasarkan Peraturan Badan Perneriksa Keuangan (BPK) Nomor

1 Tahun 2OO7 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,

audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
neg€rra yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan
efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk
juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan
peraturana perundang-undangan serta pengendalian intern.

- Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPD,

audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonorni,

efisiensi, dan audit aspek efeldivitas (3E), serta ketaatan pada
peratr.rran.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesakan bahwa
audit kinerja berbasis risiko yang dirnaksud dalam pedoman ini
adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan
perbaikan proses pengelolaan risiko atas prograrn

strategis/ prioritas pimpinan daeratr dengan sasaran rnenilai
ketaatan terhadap kententuan yang berlaku, menilai aspek 3E,

rnenilai keberhasilan pencapaian prograrn strategis, memberikan
saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

2. Karalderistik Audit Kinerja antara lain:
- Audit kinerja harus dapat menjawab apakal. sesuatu yang benar

telah dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnya adalah
bahwa prograrn prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan

c€r.ra y€rng benar.

- Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan
kesehatan (rnedical check up) pelaksanaan suatu program
prioritas. Maksudnya adalah bahwa audit kiner3'a harus dapat
memberikan saran- saran perbaikan tertradap kinerja prograrr
prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum
memadai.

- Audit kiner3'a adalal- audit for mErnagement sehingga diharapkan
hasil audit kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan
rekornendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas
dan kineq'a entitas yang diaudit.



Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang
jelas, sah, dan dapat dipertanggung j awabkan rnengenai aspek

ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

3. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kineda
- Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman urnurn ini adalah

€rrea pengawasan berupa program strategis/program prioritas
yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT

yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko (PPBR). APIP hendaknya melakukan audit kinerja
setidaknya pada prograrn prioritas yang pding berkontribusi/
paling relevan dalam menentukan sasaran strategis RPJMD.

Namun, apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk
melakukan penilaian kinerja atas beberapa progr:arn prioritas
maka audit kinerja yang dilakukan trendaknya ditingkatkan
hingga level sasaran yang ada di RPJMD.

- Audit kineq'a bertujuan untuk memberikan nilai tarnbah dan
masukan/ saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan
perbaikan kine4'a untuk
rnengurangi/ menghilangkan / memulihkan dampak, saran
pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan

tata kelola organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu adanya suatu
pedoman yang rnengatur ketatalaksanaan Audit Ketaatan
(Compliance Audit). Adapun Pedoman Audit Ketaatan (Compliance

Audit) ini dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis terkait
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit
ketaatan guna mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kualitas
tata kelola audit intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota

Pematang Siantar dan rnernberikan rnanfaat positif kepada

auditi/ stakeholder/ klien pengawasan dan pihak lainnya yang
terkait.
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C. Tahapan Audlt KlnerJa, Metodologi dan Kompetensi Kebutuhan SDM

1. Ta}.apan Proses audit kineq'a
- Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari
persiapan penugasan, penetapan tujuan dan ruang lingkup,
pemahaman proses bisnis auditi, identifikasi dan penilaian risiko
utama serta pengendalian utama.
Hasil dari tahapan perenc€rna€rn adalah kesepakatan penetapan

indikator kinerja, model audit kinerja, penetapan TAO dan

Program Ke4'a Audit (PKA) rencana pengujian bukti yang akan
dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit kinerja.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran,
penilaian dan pengujian atas bukti-bulrti yang diperoleh yang

terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah
disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut
kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area

Indikator Kinerja. Kegiatan (IKK) yang capaian kinerjanya tidak
optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas
predikat "berhasil" dari target yang telah ditetapkan. Atas

indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan area of improvement yarlg perlu diidentillkasi penyebab

hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko
dan pengendalian, terutama yang merrrpakan risiko dan
pengendalian utarna yang ada pada auditi.
Selanjutnya, APIP dapat men5rusun temuan atas hasil pengujian

masingmasing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan
bukti-bukti yang ada atas prograrn prioritas tersebut. Hasil
pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalarn membuat
kesirnpulan atas kinerja prograrn prioritas berdasarkan kriteria
indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.
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Tahap Komunikasi Hasil Audit
Setelah selesai melaksanakan penu gasan lapangan, pen5ru sunan
simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu
mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada

Pimpinan/Manqjemen Auditi. Sebelum melaksanakan
pembahasan akhir dengan auditi, APIP sebaiknya rnelakukan
pembal.asan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh
tim audit, pembahasan intern berrnanfaat untuk rnemastikan
kernbali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara)

telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.
Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari
hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan
pembahasan akhir secara formal dengan auditi. Pembahasan

aktrir hendaknya dilakukan dengan efektif dan rnenghasilkan
kesepakatan. Pembahasan akhir hendalmya dihadiri oleh pihak
yang rnempunyai jabatan dan kewenangan dalarn pengarnbilan
keputusan baik dari pihak APIP maupun auditi.
Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnya terdapat
rekorrrendasi dan saran sangat penting bagi auditi untuk
mernperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran
yang telah diberikan APIP. Rekomendasi yang diberikan
diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan
proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan

risiko dan pengendalian yang adaserta dapat mengurangi tingkat
risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat
tercapai.

2. Metodologi/ Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerJ'a

- Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS)

yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kineda dengan

menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan, dan indikator kebertrasilan.
Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu
progt'arn jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau
prograrn dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan
maupun lirna tatrunan.
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Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerja
dengan rnenggunakan empat persepektif yaitu keuangan,

staketrolders, bisnis proses, dan learning process and growth.
Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses

bisnis yang ada di seldor publik. Pendekatan ini dapat digunakan
untuk prograrn rutin / berkelanjutan secara terus menerus yang
berorientasi kepada keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan
learning process and growth seperti pada proses bisnis pada unit
kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PISP) yang proses bisnisnya
terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung
dengan stakeholders.
Pendekatan Logrc yaitu suatu metode pengukuran yang
menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai kornponen
prograrn dengan dengan komponen indikator kinerja seperti
input, output, dan outcome. Pendekatan ini biasanya digunakan
untuk mengevaluasi pencapaian suatu program / kegratan.

3. Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit
yalg telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu audit kinerja,
APIP perlu rnempunyai kompetensi dan kecermatan profesional
(standar 2OOO, AAIPD mengenai audit kinerja. Kompetensi

tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan
pengalaman dalann melakukan audit kineq'a (Knowledge, Skill,
dan Attitude). Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli
internal ataupun eksternal (Standar 2OL4, AAIPI), apabila tidak
ada SDM APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan.
Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa SDM APIP yang

melakrlkan audit kinerja adalah SDM APIP yang telah terlatih
untuk melakrlkan audit kinerja, memahami pengukuran kinerja
dan memahami proses bisnis auditi. APIP harus marnpu menjadi
early warning system kepada pimpinan organisasi untuk
melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu rnerniliki
pengetahuan dan keterarnpilan di berbagai bidang teknis yang
selaras dengan proses bisnis auditi.
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D. Pemllihan dan Penetapan ladlkator KlnerJa
Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi yang telah

memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat
menilai kelayakan indikator kinerja auditi dengan memperhatikan
standar pelayanan minirrral, tujuan strategis organisasi, best practice

serta pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat indikator kinerj a
yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti serta
dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian kinerja.

Indikator kinerja trendaknya dapat digunakan untuk
mengidentifikasi areaarea kritis dari proses bisnis auditi sebagai dasar
pengembangan Critical Success Factor (CSF), dan penilaian risk
register strategis auditi. Pada dasarnya perLrmus€rn indikator kinerja
merupakan tanggung jawab pihak man4jemen auditi. Penetapan

indikator kinerja dan skala pengukurarl kinerja hendaknya melalui
kesepakatan bersama antara APIP dan auditi dengan memperhatikan
risiko strategis, proses bisnis auditi dan tujuan dari program strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaiarl suatu kegiatan / program dan
sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kineq'a tersebut terdiri atas
input, output, outcome, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/ skala
pengukuran kinerj a sebaiknya juga disepakati dengan auditi, berikut
adalah contoh skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:

Skor Kategori

85<skor<1OO Berhasil
70<skor<85 Cukup Berhasil
50<skor<70 Kurang Berhasil
O<skor<5O Tidak Berhasil

Contoh Tabel Skala Pengukuran Kinerja
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D Pengertian Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan
digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas,
dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya
perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan

tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas

aspek ekonomis meliputi:
- Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program,

al<tivitas, fungsi dan kegiatan telah diperoleh dengan harga
lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang

sarna yang terdapat dalam standar harga/ ecatalog dan harga
asosiasi; dan

- Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang
lebih bagus dibandingkan dengan jenis baranC/jasa serupa
dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar
harga/ e-catalog dan harga asosiasi.

F Pengertian Efisiensi
Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output.
Suatu entitas dikatakan efisien apabila rnarnpu rnenghasilkan
output maksimal dengan jumlah input tertentu atau marnpu
menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input
minimal. Audit atas aspek efrsiensi rneliputi:
- Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa

telah dipakai secara optimal;

-8-
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Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih
sedikit input;
Apakal. output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan
kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

F Pengertian Efeldivitas
Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan

dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang

dicapai (outcomes). Efelctif berarti output yang dihasilkan telah
memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas
meliputi:

- Apakah output yang dihasilkan telah dirnanfaatkan
sebagaimana diharapkan;

- Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang

ditetapkan;
- Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang

dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.
Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari

outcomes berupa darnpak, akan tetapi pengukuran efeldiwitas sampai
pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran kineda yang
lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran
efektivitas hanya berupa manfaat output dari tujuan/ sasaran yang

ingin dicapai.

F. Slstenatlka Pembahasan
Sisternatika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko

ini adalah sebagai berikut:

-t Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang dan Grand Design Audit

Kine4'a Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP;

Pengertian, karakteristik, tujuan dan ruang lingkup audit kiner;'a serta

tahapan, metodologi dan kompetensi kebutuhan SDM dalam
melakukan audit kinerja; Penj elasan rnengenai pernilihan dan
penetapan indikator kineda serta konsep 3E.
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ll Bab II Perencanaan Audit Kineq'a

Bab ini mernbahas mengenai persiapan, penentuan tuj uan dan
ruzrng lingkup audit kinerja; pemahaman proses bisnis auditi,
identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian

uta-rna; Kesepakatan penetapan indikator kinerja, bobot penilaian

dengan auditi dan dituangkan dalarn Berita Acara Kesepakatan dan
pen5rusunan PKA.

tl Bab III Pelaksanaan Audit Kinerj a

Bab ini membahas mengenai pengurnpulan dan pengujian bukti
atas penetapan indikator kinerja yang telah disepakati serta

pelaksanaan PKA Pengujial dengan menggunakan teknik audit dan
teknik sampel yang mernadai; Melakukan pengujian buldi terkait
aspek ketaatan, aspek 3E dan capaian hasil kine4'a serta

mengidentifikasi penyebab capaian kinerja yang tidak optirnal dengan

melakukan pengujian atas risiko utarna dan efektivitas pengendalian

utarna; Men5rusun ternuan dan simpulan hasil audit yang didukung
dengan pendokumentasian hasil audit.

,l Bab IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut
Bab ini mernbahas mengenai pengkomunikasian hasil audit yang

dilakukan pernbahasan bersanna dengan auditi dan dituangkan dalam
Berita Acara kesepakatan. Setelatr itu, dilakukan pen5rusunan dan
penyarnpaian hasil laporan pengawasan yang disertai dengan

monitoring tindak lanjut hasil audit.
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BAB II
PIRENCANAAIT AUDIT KINERJA

1. Gambaran UEum Perencanaa Audlt KllerJa

Gamtrar: Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan audit kineda terdiri dari: persiapan
penugasan penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemaharnan proses

bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain
pengendalian utarna, penetapan indikator kinerja, bobot dan
pen5rusunan PKA rencana pengujian.

2. Persiapan
Persiapan penugasarl audit kinerja diperlukan r.ntuk

memastikan audit kine{'a dapat dilaksanakan dengan baik. Audit
kinerl'a dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalarn
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Berikut adalah hal-
hal yang perlu dipersiapkan antara lain:
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a) Mengidentifikasi mandat/ kewenangan APIP, kebijakan dan
peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan

atas prograrn prioritas yang terpilih. Hal tersebut dapat
diperoleh melalui dokrrmen Internal Audit Chapter (IAC),

RPJMD, Renstra, Isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian
temuan tahun sebelumnya. Hasil identifikasi ini dapat
dijadikan Potencial Audit Objective (PAO).

b) Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan

rrernperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif
sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan.

c) Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai

untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan
Program Keq'a Audit (PKA) Perencanaan.

3. Penentuan T\rJuaa dan Ruang Ltagkup
Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit rnerupakan proses

kritis pada awal penugasan. Kegagalan rnenetapkan tujuan dan ruang
lingkup audit secara jelas dapat membuat pekedaan tim tidak selaras

dengan penugas€rn.

a) Agar sasaran / tuj uan audit kinerja dapat dicapai, APIP perlu
rnenetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai.

Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan
apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan;

b) Tujuan audit kinery'a yaitu APIP melaksanakan pengukuran,
penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E

atas capaian kinerja program prioritas;
c) Selain itu, APIP dapat rnernberikan nilai tarnbah pada

perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian

pada auditi sehingga outcome audit kinerja dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup yang terkait audit kineq'a berbasis risiko
dalam pedoman urnum ini adalah program prioritas (area pengawasan)

periode tertentu yang ditetapkan dalam PPBR, menjadi
concern/perhatian pimpinan daerah dan telah rnerriliki indikator
kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan audit kinerja.
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4. Pemaharnaa, Proses Blsnls Audttt
Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, mal<a

tahap selanj utnya adalah pemal.aman proses bisnis auditi oleh APIP.

Hal tersebut dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas
dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang

terkait dengan prograrn prioritas, anggararr yang diperoleh, informasi
mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung
kebertrasilan prograrn serta data urnurn lainnya yang relevan. APIP

dalam pemahaman proses bisnis perlu menda-lami dan
rnengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik
dari operasional dan tujuan strategis. Adapun hal-hal yang perlu
dilakukan dalam pematraman proses bisnis auditi yaitu:

a) Identffikasi keselarasan antara prograrn prioritas di RPJMD,

RKPD, dengan Renstra, RKT dan RKA masing-rnasing OPD yang

terkait dengan prograrn prioritas untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya revisi RPJMD dari Kepala Daerah. Catatan:

Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnya. Identifikasi dan evaluasi
ketepatan Indikator Kinerja Utarna (IKU) di RPJMD, apakah
indikator kinerja utarna atas prograrn prioritas yang ada di
RPJMD telah cukup /layak untuk digunakan dan ddadikan
ukuran dalam pencapaian prograrn prioritas sehingga

diharapkan IKU yang ada dapat rnenggarnbarkan pencapaian
prograrn prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkal. berikutnya.
b) Identifikasi dan analisis kondisi sistern pengendalian intern

terkait dengan rlnsur dan sub Llnsur lingkungan pengendalian.

Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah
lingkungan pengendalian kondusif/ memadai untuk rnendukung
capaian program prioritas

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkal. berikutnya.
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c) Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
juklak/juknis, kebijakan teknis dan SOP yang ada dari K/L serta

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan prograrn

prioritas. Identifikasi aktor/ pelaksana program prioritas yaitu
OPD Utama dan OPD Pendukung termasuk peran, tusi dan
proses bisnis dari OPD tersebut sampai dengan kegiatan-
kegiatan yang ada pada unit-unit tekrris terkait beserta struktur
organisasi.

d) Identifikasi area-area kritis mana saj a yang menjadi proses bisnis
dari aktor/ pelaksana prograrn tersebut, pelajari informasi hasil
audit sebelurnnya, issue/permasalahan atas program, kemudian
area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Critical
Success Factor (CSF). Pada saat pemahaman proses bisnis auditi,
APIP dapat menilai kelayakan (reviu) indikator kinerja yang telah
ada dengan memperhatikan standar pelayanan rninirna-l, tujuan
strategis organisasi, best practice serta pertirnbangan profesional

APIP.

5. Ideatiflkasi daa Penilaiaa Rislko Utana
Identifikasi dan Penilaian Risiko Utanna serta Desain

Pengendalian Utarna Tujuan dari tahap identifikasi risiko adalah

untuk menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat
pencapaian kinerj a program prioritas. Adapun pengertian dari risiko
utanna adalah risiko strategis yang menganggu pencapaian tujuan
organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko
tinggi / risiko sangat tinggi. Risiko strategis Pernda yang merupakan
risiko strategis dan risiko operasional lintas OPD yang penanganannya

tidak dapat dilakukan oleh OPD tertentu/bukan kewenangan OPD

tertentu, sehingga mernerlukan penanganan Kepala Daerah. APIP

perlu dapat mengidentifikasi risiko yang rnenghambat pencapaian

kinerja prograrn atau dengan kata lain risiko di level mana yang belum
ditangani dengan baik yang rnenganggu pencapaian tujuan strateg-is

Pernda, apakah di level strategis Pemda, strategis OPD atau
operasional OPD.
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Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan

memanfaatkan risk register dan profil risiko auditi yang telah
divalidasi sesuai j enjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau
pimpinan OPD yang disertai dengan data dukung berupa analisis
dokumen, SOP, dan laporan kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian

register risiko (evaluasi register risiko) untuk memastikan validitas risk
register auditi. Hal tersebut karena risk register manajemen risiko
Pemda sebagian besar masih dalam tahap pengembangan / penerapan

awal sehingga register risiko tersebut belum dapat diandalkan
sepenuhnya.

Evaluasi risk register auditi dapat dilakukan dengan melakukan
brainstorming dengan pimpinan OPD yang terkait program prioritas,
dan pegawai kunci yang menjalankan/ rnengetahui program tersebut
disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking, hasil riset dan
hasil kajian mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan
tedadinya). Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat
rnembuat daJtar risiko-risiko utarna baik pada risiko strategis Pemda,

risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi
menghambat pencapaian prograrn proritas.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko
yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko
utama/ risiko inheren yang tinggi/ sangat tinggi yang dapat
mengharrrbat pencapaian tujuan organisasi. Setelah mendapatkan
risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalianpengendalian atas

daftar risiko-risiko utarna yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang

telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut
kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya.
Pengendalian utama yang telah ditetapkan kernudian diberikan
simpulan atas kecukupan desain pengendalian utalna terhadap risiko
r,rtarna.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama
diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama
telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah
sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat
meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat
pengendalian utarna tersebut tidak dijalankan.
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Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain
pengendalian rltarna atas daftar risiko utama, APIP berdiskusi dengan

auditi / manajernen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot
penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan
dalam pelaksanaan audit kine{a.

6. Peaetapan Indlkator l(lnerJa, Bobot Peallalaa daa Pea5rusrrrean

Rencaraa

Dalam audit kinerja, APIP seyos/anya menetapkan/ memilih
audit kineda atas program prioritas yang telah memiliki indikator
kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP adalah
indikator kinerja yang ada tersebut seyoryanya pada tahap
perencana€rn telah dilakukan reviu kelayakan oleh APIP, telah
dilakukan pernbahasan dan kesepakatan dengan pil-ak
auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan
skala/ gradasi pengukuran kinerja. Hasil pembahasan tersebut
dituangkan dalarn berita acara kesepal<atan antara auditor dengan

auditi. Langkah teraktrir dalam pen5rusunan perencanaan audit
kineda adalah menJrusun program kerja audit terrnasuk rencana
pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai

a-nggaran waktu pengujian serta dana yang diperlukan untuk
melaksanak€rn penugasan. Pada proses ini diperlukan pengalaman

APIP dalam menentukan dan rnernbuat rencana pengujian, penentuan
jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat diselesaikan
tepat waktu.

Dalam penJru sunan rencana pengujian perlu memperhatikan
tujuan audit dan ruang lingkup audit serta indikator kine{ a yang telah
disepakati bersama. APIP dalam melakukan pengumpulan dan
pengujian bukti pada tahap pelaksanaan audit kinerja dapat
mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area kritis atas

capaian kinerja setiap indikator kinerj'a kegiatan yang rnendukung
program prioritas sehingga APIP dapat memberikan
saran/ rekornendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko,
pengendalian intern dalarn pencapaian kine{a program prioritas dan
tujuan organisasi.
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BAB III
PELAI(SA.ITAAN AUDIT KII{ERJA

1. Proses Pelaksanaan Audlt l(laerJa

Keterangan:

Aspek 3E: Arpet €korpmis, Efisien dan EfekUf
(X.A: Xert.s Kerra Audit
IKX: lndikato. Xinerja l(egatrr

Garnbar: Gambaran Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses pelaksanaan audit kineda, APIP akan melakukan
pengujian untuk mendapatkan bulrti yang cukup, kompeten dan
relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:
a) Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut

dari aspek ketaatan dan aspek 3E

b) Mengidentifikasi dan menganali sis penyebab-penyebab tidak
optirnalnya kinerja atas progrann prioritas

c) Men5rusun simpulan serta temuan audit
d) Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan,

perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan

Governance Risk Control.
Dalam pedoman umrlm audit kinerja ini, APIP mengumpulkan

dan menguji atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan
aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap
perencanaan. Hasil kinerl'a tersebut kernudian diidentifikasi dan
diamalisis capaiannya atas area/indikator kinerja kegiatan yang

capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya
masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah
ditetapkan.
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Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut
aJ<an dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab

hakiki dan diberikarr sararr perbaikan kine{a, pengelolaan risiko dan
pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian

utarna yang ada pada auditi.
Seperti contoh, APIP akan menguji apakatr proses identifikasi dan

penetapan risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji
proses tersebut untuk dapat rnenganalisis apakah risiko-risiko utarna
atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh

manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama atas
IKK yang tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum
teridentifikasi oleh rranajemen, maka risiko yang tidak tepat atau
risiko utarna yang belum teridentifikasi tersebut dapat dijadikan
temua-rr awal bagi APIP dalarn rangka saran perbaikan pengelolaan

risiko atas program tersebut.
Setelale menguji proses penetapan risiko utarna, APIP dapat

menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar
audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memaharni rancangarr sistem
pengendalian intern dan menguji penerapannya/ efektivitas dari
pengendalianintern auditi. Pengujian efelrtivitas pengendalian utarna
atas IKK yang capaian kine{ anya tidak optimal yaitu dengan melihat
ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain
pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan

implementasinya. Adapun contoh teknik pengujiannya dapat berupa
rnelihat form dan substansi dokumen pengendalian, pengainatan atas
prosedur/ SOP dengan implementasi di lapangan dan lakukan
penilaian apakah yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara
yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik,
rnelakukan reperformance serta wawarrcara.

Selanjutnya, APIP dapat men5rusun ternuan atas trasil pengujian

masingmasing Indikator Kine{ia Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-
br.rkti yang ada atas prograrn prioritas tersebut. Hasil pengujian

tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas
kinerja prograrn prioritas yang didukung dengan bukti- bukti yang

telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan kriteria indikator
kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.
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Ditrarapkan APIP dapat memberikan saran dan rekomendasi
perbaikan kinerja untuk rnengurangi atau menghilangkan dampak,

saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang rnengaratr pada

tindakan nyata, serta dapat dilaksanakan oleh auditi.

2. Tekaik Audlt, Buktl Audlt dalr Teknik Sampel
Dalam proses pelaksanaan audit kineq'a, APIP rnengumpulkan

dan rnendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup,
dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel. Sehingga, APIP

diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta sarnpel

yang representative. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan APIP

menjadi profesional dimana hasil audit rnempunyai dasar yang kuat
dalam penJrusunan temuan dan sirnpulan hasil audit. Berikut adalah
hubungan antara tetr<nik dan jenis bukti audit yang dapat diperoleh:

1 otr3.tu.r,/P.^9.rut.6
2 r^v.^t..ii.rilopn.m. E0Lt' L.t...68^^

2. Col(
3. FoolloB/Cror! F(rotl.8

4. P.db^ndi^g.n

Gambar: Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan
pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya
besaran pengqjian yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian

tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan melainkan
dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang

diharapkan melalui teknik pemilihan sannpel. Agar pernilihan sampel

dapat benar representative maka dapat menggunakan contoh
rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam menentukan
jumlah sampel antara lain:

1) Rumus Slovin

n=N/N(d)2+ 1

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 957o atau sig.= O,O5.

Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan

dalarn layanan administrasi kependudukan sejumlah 125
berkas.
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Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan
rnelainkan rnenggunakan sarnpel dengan pertimbangan
profesionalnya dengan menggunakan rumrls slovin dan
tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 57o, maka jumlah
sampel yang akan dilakukan penguj ian oleh APIP adalah :

N = 125 / 125 (O,O5)2 + I = 95,23, dibulatkan 95.

2) Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

APIP selain menggunakan rumus slorrin dalam rnenentrlkan
sarnpel y€rng representative juga dapat rnenggunakan tabel
Isaac dan Michael. Di mana dalam table tersebut telah tersedia
tingkat kesalahan sebesar lo/o,5o/o dan 1O7o. Dengan tabel ini,
APIP dapat secara langsung menentukan besaran sampel

berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang
dikehendaki.

3) Jumlah sampling minimal
APIP saat melakukan audit/ pengawasan yang ruang
lingkupnya tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan
jumlah sampling minimal seperti yang disebutkan Roscoe

dalam Sugiyono (2O1O: 131) mengatakan bahwa ukuran
sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai
dengan 5OO. Bila populasi kurang dari 30, seyoryanya diambil
keseluruhan.

3. Pengujlan Aspek Ketaatar, Aspek lfinerJa (3E) daa Capalaa hasil
I(laerJa

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan
dan mendapatkan bukti atas hasil penguj ian sampel yang terpilih atas
aspek ketaatan dan aspek 3E. Selain itu, APIP juga rnelakukan
penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap
perenc€rnaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas
kontribusi dari masing-masing aktor/ OPD pelaksana program
prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP

dapat memberikan keyakinan mernadai bahwa area, proses, sistem
yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kebij akan, prosedur yang berlaku dan
peraturan terkait, serta kriteria/ ketentuan yang berlaku lainnya.
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Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan
oleh APIP, seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat
menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa

maupun perolehan input kegiatan yang mendukung prograrn prioritas.
APIP juga perlu melihat perolehan input tersebr.rt dengan hasil output
untuk melihat aspek efisien, apakah auditi telah memperoleh,

melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan
efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan
dan ketidakefisienan.

Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas,
APIP dapat menilai apakah capaian trasil program atau manfaat yang

diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sej auh mana
kegiatan auditi dalam pelaksanaan prograrn yang bersangkutan
mencapai tujuan. Setelah itu, APIP dapat rnelakukan penilaian
capaian kinerja masing- masing indikator kinerja kegiatan yang
rnendukung prograrn prioritas berdasarkan hasil penguj ian atas aspek
ketaatan dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian kinerja indikator
kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian
diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja
atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat

"berhasil" dari target yang telatr ditetapkan. Atas indikator kinerja yang

capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of
improvement yang perlu diidentilikasi penyebab hakiki dan diberikan
saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian,

terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada
pada auditi.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program

tersebut masih berjalan dan belum rnerniliki sasaran antara, maka
penilaian 3E dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek
ekonornis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari
progr€un tersebut. Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka
dapat dilihat efeldivitasnya.
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4. PeaguJiaa Rislko Utama ataa Alea II(I( yang Tldak Optlnal Capalan
I(irrerJaaya

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak
tercapainya capaian kinerja seyos/anya dikaitkan dengan identifikasi
dan penetapan risiko utarna serta efelrtivitas pengendalian yang
dilakukan oleh manajemen. Penyebab capaian kinerja yang tidak
tercapai/ tidak optimal dianalisis risiko utama/risiko strategis (tinggi
dan sangat tinCgl) terutarna yang telah ditetapkan oleh
auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah
proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh
auditi/ manaj emen telah memadai atau tidak. APIP perlu melakukan
pengujian apakah risiko rltarna telah diidentifikasi, dianalisis dan
dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak
tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh

rnanajemen pada saat proses pen5rusunan risiko, maka risiko yang

tidak tepat atau risiko utalna yang tidak teridentifikasi tersebut dapat

dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka sararr perbaikan

pengelolaan risiko atas prograrn tersebut.
Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian

dan penilaian risiko yaitu:
a. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah

Daaerah sampai dengan tujuan €rrea pengawasan (RPJMD-

Renstra-RKPD-Renja);

b. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada

Pemerintah Daerah;

c. Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate

dan telah di tandatangani pirnpinan OPD serta dokurnen

terkait lainnya;
d. Lakukan penguj ian dan penilaian atas penetapan konteks,

baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun
tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan

penetapan risiko, apakah risiko risiko yang ditetapkan telah
mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah (RPJMD- Renstra OPD).

e. Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan
dampak, serta penetapan selera risiko telah sesuai dengan

kebijakan MR Pemda;



f. Lakukan penguj ian dan penilaian atas tahapan identifikasi
risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak
yang rrema_rrg memaharni proses bisnis dan risikonya, apakah
risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan,
identifikasi kegiatan / program untuk rnencapai tujuan,
identifikasi risiko pada setiap kegiatan / program yang dapat
rnenghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko
operasional, risiko strategis dan risiko entitas Pemerintah
Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah masih
ada risiko utarna (tirrggr dan sangat tinggi) yang belum
diidentifikasi oleh manajemen;

g. Lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan
dengan pemberian nilai probabilitas dan darnpak, apakah
telah rnelibatkan proses yang objektif rnelalui
workshop / FGD/lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang

tepat (memaharni proses bisnis dan risiko)
h. Lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk pen5rusunan

profil risiko dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan
manaj ernen risiko yang ditetapkan;

i. Pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah
diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi dengan baik oleh

manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan,
selanjutnya perlu di dokurnentasikan dalam kertas kerja.

5. PenguJlan Efektirritas Pengendallan fltama atas Area IKK yang
Tidak Optlaal Capaiaa Kinerjanya

Setelah melakukan pengujian proses risiko utarna, APIP

selanjutnya melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas

risiko utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa
APIP perlu memahami rancangan sistern pengendalian intern dan

menguji penerapannya/ efektivitas dari pengendalian intern
auditi/ rnanajemen. Penguj ian efektivitas pengendalian utarna yaitu
dengan rnelihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari
desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian

dengan implem entasi nya.
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Tujuan pengujian efektivitas pengendalian ada-lah untuk
memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko utama telah
mannpu menr.rrunkan risiko sarnpai tingkat yang dapat diterima
(berada dalam area selera risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian lrtarna yaitu,
APIP menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat
dan dilakukan manajemen telah tepat/ sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian risiko utarna
(tinggr dan sangat tinggr). Pada saat APIP menguji ketepatan desain
ada kemungkinan terdapat tiga kondisi yang ditemui oleh APIP yaitu:

a) Kondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi
rarrcangan pengendalian yang berlebihan, artinya
pengendalian yang dirancang auditi terlalu ketat sehingga

terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu. Meskipun
pada kenyataannya risiko berhasil ditekan sampai level yang

dapat diterirna, narnun pengendalian yang berlebihan hanya
akan menambah biaya bagi organisasi. seperti contoh, untuk
rnengarnankan kas dari risiko kecurian, laaka rnanajemen

menyirnpan uang dalam brankas dan menempatkan satpam
yang khusus menjaga brankas it:u 24 jam. Jika nilai nominal
uang dalam brankas tidak signifikan, maka penempatan

dalam brankas yang terkunci, aksesnya dibatasi, dan
pernasangan CCTV telah mernadai untuk mengamankannya
dari risiko kecurian, sehingga tidak perlu rnenyewa satpam

untuk menjaganya 24 jarn. Dalam kondisi ini, APIP dapat
merekomendasikan untr,rk rnenghilangkan pengendalian yang

tidak perlu, karena hanya akan memboroskan surnber daya.

Dalam contoh di atas, rekomendasinya adalah dengan

mengurangi pengendalian berupa penjagaan satpam 24 jarn.

b) Kondisi kedua, terdapat kernungkinan rancangan
pengendalian yang kurang, artinya pengendatian yang ada

belum mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat
diterirna. Untuk kondisi ini, APIP dapat rnerekornendasikan
pengendalian tambahan yang perlu dilakukal oleh auditi
sehingga marnpu menurunkan risiko sampai level yang dapat
diterirna. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa auditi
sesuai dengan kewenangannya, tidak rnemungkinkan untuk
menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Contoh
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atas risiko yang melibatkan auditi yang lain, diperlukan
mitigasi berupa kebijakan strategis yang sifatnya lintas
sektoral. Untuk kondisi ini, rekomendasi yang diberikan oleh
APIP ditujukan kepada level yang lebih strategis yaitu
pimpinan tertinggi organisasi, sehingga mitigasi yang
dilakukan lebih tepat sasaran.

c) Kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa r€rncang€rn
pengendalian telah memadai (tidak berlebihan dan tidak
kurang), sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk
memantau risiko secara periodik. Untuk dapat menyimpulkan
pengendalian telatr memadai, APIP perlu memahami proses
bisnis yang saat ini sedang berjalan serta mempertimbangkan
data/ database keteq'adian risiko. Jika risiko masihsering
teg'adi, menunjukkan bahwa pengendalian yang ada belurn
efetrctif.

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain
pengendalian sebagai berikut:

1) Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah
divalidasi pimpinan OPD untuk melihat tujuan dan penyataan

risiko terkait prograrn.

2) Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama
pada area IKK dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak
optimal.

3) Dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan
lakukan identifikasi atribut pengendalian utarna (4W1H), atas

risiko utama pada area IKK dengan kinerja tidak tercapai/tidak
optimal. Yang dirnaksud dengan atribut pengendalian adalah
komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu
menjawab pertanyaan 4\M1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan
bagaimana pengendalian atas risiko), contoh: dalam pelaporan

hasil audit seyoryanya telah melalui reviu berjenjang (approving),

dengan atribut pengendalian yaitu (1) apa yang di reviu, (2) siapa
yang melakukan rewiu, (3) kapan perlu dilakukan reviu, (4)

rnengapa perlu dilakukan reviu dan (5) bagaimana cara
melakukan reviu;

4) Lakukan reviu ketepatan rencarra tindak pengendalian dengan
rnenganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang
sesuai dengan tujuan risiko atas prograrn tersebut sehingga
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dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa
penlrrunzrn probabilitas dan dampak, terrnasuk rnenganarisis
akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambatran.
Untuk mempedelas dan rnempermudah pemaharnan desain

pengendalian dapat digambarkan dalam suatu formulir (form)
pengendalian. Teknik pengujian ketepatan desa-in pengendalian dapat
berupa wawancara ke pegawa:i kunci yaitu pegawai yang mernahami
proses bisnis dan risiko terkait substansi form pengendalian tersebut,
penelitian dan ana-lisis dokumen serta prosedur terkait. Apabila dari
hasil pengujian desain/ r€rncangan pengendalian dinyatakan tidak
efekif/ tidak tepat maka APIP dapat memberikan saran penguatan
desain pengendalian seperti perbaikan substansi form pengendalian
dalam rangka pencapaian hasil kinerja prograrn.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian
implementasi pengendalian desain pengendalian atas risiko-risiko
utanna pada area IKK dengan capaian kinerja tidak tercapai/tidak
optimal. Dalam hal ini, APIP dapat melakukan pengujian irnplernentasi
pengendalian tersebut bersamaan dengan pengujian ketepatan
rancangan/desain pengendalian. Jika hasil pengujian ketepatan
rancangan pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian belum
efektif/ belum tepat, maka tetap dilakukan penguj ian implementasi
untuk mengetahui komitrnen man41'emen dalam implementasi
rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancang€rn pengendalian, dapat
dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1) Observasi/Inspeksi
a) APIP memperoleh, mengurnpulkan dan rnenganalisis

dokumen/ formulir bukti- bukti irnplernentasi pengendalian

serta melakukan reviu kesesuaian dengan SOP/rancangan
pengendaliannya;

b) APIP dapat melakukan observasi/inspeksi tenrtama atas
pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti
perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi reafisasi

belanja. APIP melihat secara cermat pelaksanaan suatu
kegiatan secara langsung dan menyeluruh. HaI ini
dilakukan untuk rneyakini bahwa pengendalian telah
dilaksanakan sesuai dengan rancang€rnrrya.

-26-



Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan
pelaksanaan pengendalian, ApIp diharapkan dapat
mengidentifkasi penyebab perbedaan dan menilai dampaknya.
Dalam melaksanakan observasi/ inspeksi, ApIp perlu bertrati_hati
terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekeq'a
lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang
diobservasi.

2) Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai
kunci.
Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian
dapat memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan
dan implementasi pengendalian pada suatu organisasi.
Wawancara ini mempunyai dua tujuan, yaitu rnendapatkan
informasi atas pemahaman pirnpinan dan pelaksana
pengendalian mengenai r€rnc€rngzrn pengendalian (apa yang
seharusnya); d.r, mengidentifikasi temuan antara praktik
yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur yang seharusnya.

Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang

beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang mernahami proses

bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi
untuk rnenilai rancangan atau implementasi pengendalian

intern. Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan yang sama

dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila
menggunakan diskusi ter fasilitasi, yaitu antaralain:
a) Dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian,

APIP akan mendapat gannbaran atas seluruh proses (end-to-

end) pengendalian organisasi ;

b) Meningkatkan kornunikasi dan pemaharnan rnengenai
prosedur, pengendalian terkait dan tanggung jawab
pimpinan dan pelaksana pengendalian dalarn pencapaian
tujuan prograrn.

3) Pelaksanaan ulang suatu. kegiatan (reperformance)

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum
dapat memberikan keyakinan yang mernadai bahwa suatu
pengendalian telah dijalankan sesuai rancangannya, maka
dapat dilakukan reperfornance atas pengendalian tersebut.
Seperti contoh, APIP rnelaksanakan ulang reviu atas kertas



kerja untuk memastikan bahwa semua aspek yang
seharusnya direviu dan telah direwiu serta mernastikan
kebenaran angka-arrgka dan perhitungan dalam kertas kerja.
Jenis pengendalian yang dapat dilakukan reperformance
cukup beragam, misalnya: reviu atasan langsung, pengecekan
kelengkapan dokumen, verifikasi angka, pembandingan suatu
data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian
implementasi pengendalian dapat berupa wawarlcara dengan
pegawai kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas
prosedur/ SOP dengan implementasi di lapangan, reviu
dokumen bukti implementasi pengendatian dan melakukan
penilaian apakah yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan
cara yang tepat, oleh orzrng yang tepat dan terdokurnentasi
dengan baik, serta reperformance atas pengendalian intern
yang ada. Atas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama
tersebut diharapkan APIP dapat memberikan saran perbaikan

efektivitas pengenda lian.

SelaaJutnya proaes penguJla! efeLtiwltas pengeadallan
utarna perlrr dl dokumeataslLaa dalam kertas kerJa.

6. Penyusunaa Temrran daa Slmpulan Hasil Audlt
Dalam pelaksanaan proses audit kinerja berbasis risiko,

ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara

signifikan, maka APIP dapat men5rusun dan mengembangkan temuan
serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP

perlu mencari penyebabnya sertarnengungkap akibat adanya

perbedaan antara kondisi dengan kriteria. Berikut adalah urrsur

terrruan yang perlu dipahami oleh APIP:

T

+

1
t - - t

rt.t-riLnn ,'.rqtdrtJlarn .tn'r r,.Ia:. lolir.r Ris,to

Uambar: Hubungan Unsur Penyusunan Iemuan
Sumber: Modul Audit Kinerja Pusdiklatwas
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APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti_bukti yang ada
atas hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga
digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja prograrn
prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati
di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E.
Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, ApIp dapat
menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis rneliputi faktor
penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kine{a tidak tercapai
seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utarna oletr manajemen,
ketidal<tepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan
implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut
diidentifikasi, dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan

masalahnya (rekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang

te4'adi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi
dampak rnasalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja,
memperbaiki kelemalan pengelolaan risiko dan pengendalian yang

ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga

outcome dari audit kineda dapat tercapai. Hasil simpulan sementara

disampaikan kepada pimpinan auditi sekaligu s klarifikasi untuk
menjadi pertratian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke

depannya. Adapun contoh dalam penlrusunan sirnpulan sebagai

berikut:
.i. Jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan

(berdasarkan hasil audit kinerja) dan desain serta

irnplementasi pengendalian atas risiko utama pada area IKK

yang belum efeldif, ma-ka pencapaian kinerja sampai

dengan akhir periode berpotensi untuk gagal/tidak
tercapai;

.i. Jika kinerJ'a tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil
audit kinerja), narnun desain serta implementasi
pengendalian risiko utama belum efektif pada area IKK yang

mendukung prograrn prioritas, maka pencapaian kinerj a

sannpai dengan akhir periode berpotensi untuk tertrarnbat.

Dalam penugas€rn audit, apabila terdapat suatlr perrnasalahan

yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang

menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada

rnanajemen untuk melakukan telaahan / kaj ian atas kriteria tersebut
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sebagai ba.llan masukan datam mengambil kebijakan untuk
melakukan perbaikan kebijal<an di masa mendatang.

7. Perrdokrrmeataslaa Audit KlnerJa
Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

(Standar 3 3 3 O, AAIPI), APIP diwaj ibkan mendokurnentasikan inforrnasi
audit intern dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan
secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perenc€Lna€rn,

pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung
simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup
sasaran, sr.rmber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat
terlihat hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil
audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview

secara berjenjang guna rnemastikan bahwa kertas kerj a telah disusun
dan memuat infonrrasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA)

serta mernastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah

sesuai dengan standar audit.
Meskipun kertas kerja berisikan informasi rrengenai auditi, hak

kepemilikan atas kertas kerja audit berada pada instansi APIP.

Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP w4jib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peratur€rn yang

ditetapkan oleh organisasi profesi.
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BAB TV

PENGI(OMUITIKASIAN HASIL AUDIT DAN MOI5ITORING
TTNDAI( LAITJUT

1. Perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi
Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusun€Ln

simpulan, temuan dan usulan serta rekornendasi APIP perlu
mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/ Manajemen
Auditi. Sebelum melaksanakan pembal.asan akhir dengan auditi, APIP
sebaiknya melakukan pernbahasan intern. Pembahasan intern perlu
dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern berrnanfaat untuk
mernastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (sirnpulan
sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan
cukup serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit
agar memiliki pendapat yang sarna pada wal<tu melakukan
pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil pelaksanaan
pembahasan intern tim perlu didokurnentasikan di dalarn kertas kerja
audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil
pengkomunikasian trasil audit maka perlu dilakukan pembahasan

akhir secara forrnal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknya
dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan.

Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang rnempunyai
jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari
pihak APIP mampun auditi.

Kesepal<atan hasil dari pernbahasan akhir didokumentasikan
dalam bentuk Berita Acara Pernbahasan Hasil Audit yang memuat
inforrnasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan auditi,
rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati, serta hal-
hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

2. Pen5ru sunan dan Penyampaian Laporan
Setelah dilakukan pernbahasal dan kesepakatan hasil audit

dengan auditi, APIP segera menJruslrn konsep laporan sesuai dengan

Standar Audit Intern Perrerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), di
mana konsep laporan direviu secara berj enjang mulai dari pengendali

teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh
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APIP selama proses pen]rusun€rn laporan hasil audit adalal.r notisi
audit, hasil pembahasan akhir, dan kertas keq'a audit.

Hasil laporan yang telah disusun ApIp, segera rnungkin
dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang
berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4OOO, AAIPI). Laporan ditujukan
kepada Kepala Daerah dan dikomunikasikan dengan
pemilik/ pelaksana program.

Laporan tersebut berisikan capaian kine4'a, informasi ketaatan
terhadap ketentuan, dan penyebab capaia-n kinerja tidak tercapai
berupa saran perbaikan mengenai pemulihan dampak, perbaikan
kinerja dan pengelolaan risiko, rencana tindak pengendalian, serta
efektifitas desain pengendalian intern atas program prioritas tersebut.
Selain itu, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan,

maka APIP dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal
penghentian dan rnenjelaskan alasan penghentian audit serta

dikomunikasikan secara tertulis kepadaauditi dan pejabat yang

berwenang (Standar 4060, AAIPI).

3. Monitoring Tindak Lanjut
Berdasarkan SAIPI, Paragraf 14OO menyebutkan bahwa APIP

perlu rnemantau dan mendorong tindak lanjut atas sirnpulan, fakta,

dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar

auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran

yang telah diberikan APIP. APIP dalam memantam pelaksanaan tindak
lanjut agar rnernastikan bahwa semua rekomendasi telah
dilaksanakan dan mencapai outcorne dari audit kinerj a serta

memasukkan kegiatan pemantalrarl tindak lanjut dalam rencana
strategis rnampun tahunan.

Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PP 60 Tahun
2OO8 pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib
melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor O9 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil
audit diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekornendasi hasil
laporan, rnaka auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi
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administrasi berupa surat peringatarr pertama. Surat peringatan
kedua dapat diberikan jika dalann satu bulan setelah surat peringatan
pertarna belurn ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama

sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi
auditi. Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalarn pencapaian

outcome audit kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya
rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat peningkatan

ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi,

pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalarn pencapaian

program dan tujuan organi sasi.
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BAB VI

PENUTUP

Demikian Pedoman Audit Ketaatan ini disusun dan ditetapkan
selanjutnya untuk dipedorrani dan dilaksanakan dalam implementasi
pada penugasan Audit Kinerj a.

INSPEKTUR,

L
OI(STARIZAL, SH
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